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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

    NOMOR 18 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MINAHASA SELATAN  

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 

 

Menimbang   :   a.   bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun 

Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 

Oktober 2021;  

b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi 

publik dan pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu 

adanya sarana kamunikasi yang cepat, tepat dan interaktif 

melalui media sosial; 

c. bahwa guna menjamin kejelasan dan keabsahan informasi 

yang disampaikan kepada publik, perlu ditetapkan akun 

resmi media social milik KPU Kabupaten Minahasa Selatan; 

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, yaitu KPU Kabupaten/Kota wajib 

menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan 

tidak menyesatkan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

  SALINAN 
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Kabupaten Minahasa Selatan tentang penetapan akun 

resmi media sosial  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Minahasa Selatan. 

Mengingat     : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- - 2 - 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 
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Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaiman 

telah diubah dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 779); 
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8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial 

Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :       KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI 

MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MINAHASA SELATAN  

KESATU        :   Menetapkan akun resmi media sosial Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut : 

A. - Facebook : KPU Kabupaten Minahasa 

Selatan 

- Instagram : kpukabupatenminahasaselatan 

- X (Twitter) : kpukabminahasaselatan 

- YouTube : kpukabupatenminahasaselatan 

- TikTok : kpukabminsel 

B. - Facebook : JDIH KPU Minahasa Selatan 

- Instagram : @jdihkpu_minsel 

- X (Twitter) : @jdihkpu_minsel 

- YouTube : JDIH KPU Minahasa Selatan 

- TikTok : @jdihkpuminahasaselatan 

KEDUA         :  Akun resmi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

huruf A dikelola dan dilaksanakan oleh sub bagian yang 

membidangi Hubungan dan Partisipasi Masyarakat 

Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan.   

KETIGA         :   Akun resmi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

huruf B dikelola dan dilaksanakan oleh sub bagian yang 

membidangi Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa 

Selatan.  

KEEMPAT     :   Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam 

dictum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan 
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sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 

berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan. 

KELIMA       :        Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

KEENAM     :   Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 

Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 10 

Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 
      Ditetapkan di Amurang 

 pada tanggal 24 Juni 2025 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 

 
               ttd. 

 
TOMY MOGA 


